BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umganselalu
menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaatetap menjadi
miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercagsmigah mudah tanpa
mematuhi segala peraturan yang telah digariskdnagama. Salah satu jalan
untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan pdmwinan, hal ini
tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptdamarga yang bahagia
dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana gi&kegendaki oleh Allah

dalam firman-Nya dalam QS Ar-Rum 21.:
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Diamiptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supag@mu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Ngatdramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang idemik
beqar-benar tanda-tanda bagi kamu yang berfikiQS. Ar-Rum:
21)

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan, maka segefaatu yang
berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Isglam negara dengan

terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalahbsak menurut agama

! Zainuddin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesig@inar Grafika, 2006, Jakarta. h. 51



maupun hukum negara apabila dilakukan dengan memseagala rukun dan
syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawParkawinan tidak selalu
kekal tetapi dapat putus apabila ada salah satk pieninggal dunia atau
karena perceraian dan adanya putusan Pengadildnsnia perkawinan
karena adanya putusan Pengadilan terjadi bila péwak tidak memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsam perkawinan. Hal
tersebut tercantum dalam rumusan Undang-Undang Thun 1974 Tentang
Perkawinan selanjutnya disebut UU perkawinan, pa2ayang menyatakan
bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pahakpitidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dgaskan dalam pasal
37 Peraturan Pemerintah No0.9 Tahun 1975 TentangtUPean Pelaksanaan
UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan &aigpat diputuskan
oleh Pengadilan”. Sehingga tidak menutup kemungkibpagi orang Islam
untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Batauatu perkawinan
dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama ataukdfahh Syari’ah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlakwtssejak saat
berlangsungnya perkawindnUntuk memperoleh putusan pengadilan yang
membatalkan suatu perkawinan seseorang harus keidicauka pengadilan
dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungtanditempat tinggal
kedua suami istri.

Kebanyakan orang dalam menangani kasus seperti gialai

perkawinan tidak begitu mengerti sehingga tidak ugm kemungkinan untuk

2 Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Penadila

Agama 2010 h. 147



meminta bantuan hukum dalam mengatasi masalahmyardak itulah fungsi
bantuan hukum. Bantuan hukum adalah kewajiban dd&arangka untuk
menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memaipguak yang sama
dengan golongan lain. Jadi dalam konteks ini pegggdan tergugat sama-
sama memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukDrganisasi bantuan
hukum merupakan tempat pembela publik menerimagmkran masyarakat.
Pembela publik yaitu perorangan, baik sarjana hukwsoipun advokat dan
lembaga bantuan hukufn.

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peragiery adil
dalam prinsip negara hukum. Konstitusi telah meogakgara hukum seperti
ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Perubahan Keltnging-Undang (UUD)
1945.Sedangkan pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bamgala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pentamtalan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiddkR kecualinya.
Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat tesealsa dapat dinikmati
oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang samm@ orendapatkan
keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diignfg dengan berbagai
kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasukadidga pemenuhan
hak atas bantuan hukum.

Kebutuhan akan bantuan hukurneoefteaanrechtshyliartikan
sama dengan kekurangan akan bantuan hukaemf{i in de rechtshu)p

Adakalanya suatu kekurangan dianggap sebagai keadaa proses, dimana

3 Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. ZéPanduan Bantuan Hukum di Indonesia:
Pedoman Anda Memahami dan menyelesaikan masalaimt{ukkarata:YLBHI, 2008), him 46



kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Aleaapi dalam hal bantuan
hukum, maka suatu kekurangan tidak hanya terbada fidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu kekurangart gage diartikan sebagai
suatu keadaan yang tidak serasi antara apa yaagdkan dengan kenyataan.
Misalnya, semua warga masyarakat yang menghadagalam hukum,
mengharapkan adanya bantuan hukum. Akan tetapaldndkenyataannya,
tidak semua orang yang menghadapi masalah hukummpereleh bantuan
hukum. Oleh karena itu, maka seringkali dikatakaehwa kebutuhan akan
bantuan hukum lebih bersifat subjektif, kekurangkan bantuan hukum lebih
bersifat institusional. Artinya, ada kekuranganiekgan pada
penyelenggaraan proses bantuan hukum (dari sudhak prang berfungsi
untuk menyelenggarakannyh).

Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat Pashutir 9
dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukung giderikan advokat
secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampuuiMeAdnan Buyung
Nasution disamping memberikan pelayanan bantuanurhukkepada
masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum lpggperan untuk
mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasigagan tujuan
menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sakegai subyek
hukum dan juga turut serta mengadakan pembahauwkanrhdan perbaikan
pelaksanaan hukum di segala bidang. Dengan demiksgoat dikatakan,

bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup pembpgkyanan hukum,

4 Soerjono SoekantoBantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuriddalai Aksara,
Bandung, 1983, him. 33.



mengadakan pendidikan hukum serta mengadakan peamiaah dan
perbaikan pelaksanaan hukum vyang akhirnya bertujosningkatkan
kesadaran hukum masyarakat agar mereka menyadatiakaya sebagai
manusia maupun sebagai warga negara.

Melihat tugas dan wewenang yang diemban seorangkatigangat
vital, maka Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengahnugapunyai training-
training khusus bagi anggotanya guna meningkatkarfiegional kerja di
kalangan sesama advokat dalam menangani perkd@rperdi semua
lingkungan peradilan.

Lebih lanjut lagi ditegaskan bahwa para advokatiskisnya di
lembaga bantuan hukum Jawa Tengah selalu diingaltlednwa sebelum
memulai untuk beracara, menangani perkara-perkhes, kmaka terlebih
dahulu seorang atau beberapa kuasa hukum untukamerichn kedua belah
pihak. Karena jalur hukum merupakan solusi terakiagi penyelesaian
perkara, khususnya pada perkara pembatalan peamldifPengadilan Agama
atau Pengadilan Negeri.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep pemberian jas&um
terbagi menjadi tiga bagian, yakhakam muftti dan mushalailah-alailah
Namun yang paling masyhur di kalangan Islam adaitam Hakamsecara
etimologis dalam sudut pandang Islam adalah orarg yditunjuk (peran)
sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Da@amnya dengan
pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan betamdi atas, seorang

hakamdalam menjalankan tugasnya akan selalu berped@ada sumber-



sumber hukum yang dijadikan patokanfyblal ini sesuai dengan firman

Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 35 sebagai berikut:
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Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan aat@eduanya,
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laldn seorang
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua oranganmakitu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah merteadik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahage®hui
lagi Maha Mengenal.”( QS. An-Nisa’ ayat 35)

Dari ayat di atas bahwa seoramagkamainditunjuk dari pihak suami
dan istri (min ahlihi dan min ahlihadengan prinsip utama mengupayakan
usaha islah atau perdamaian.

Sedangkan menurut pendapat ulama’ ahli figh bahia terjadi
persengketaan antara keduanya, suami-istri, makmikegya penguasa
setempat menyerahkan persoalannya kepada seoraggjyar dan dapat
dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegaly salah dadzalim
diantara keduanya agar tidak meneruskan kesaladwarketzalimannya itu.
Tetapi jika persengketaan itu sudah berkepanjadgarsudah menjadi makin

gawat maka hendaklah perkaranya diserahkan kepazata §m juri yang

terdiri atas seorang kepercayaan pihak suami dararsg kepercayaan pihak

5 Supriadi,Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di IndoneSet. |, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), him. 154.

6 Departemen Agama RAI-Quran dan Terjemahnya(Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2006), him. 5.



istri. Tim juri atau pendamai ini mempelajari pelsm sengketa secara
seksama dan memutuskan apa yang menjadi kebaigakduzhua belah pihak,
berdamai dan berkumpul kembali atau berpisah deretzs’

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalil dis atabagai
pedomanhakam dalam menyelesaikan perkara dalam ranah hukunm Isla
khususnya pada ranah pertikaian antara suami ttarOkeh karena itu, dalam
melakukan tugas dan fungsi dagkam dapat bertugas secara bebas, mandiri
dan tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mardhpuar dirinya.

Berdasarkan beberapa landasan pemikiran di ataglifpesangat
tertarik untuk menggali lebih dalam sehubungan derigasus tersebut, yaitu
Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No0.16 Tahun 20&htang Kewajiban
Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data K(8tudi Kasus
Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng). Adapun bdayii pasal tersebut di
atas: huruf D yaitu Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan tulberkaitan dengan
perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentulan bleh undang-undang”,
dan huruf E berbunyi‘memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara ydigntukan dalam
Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecad alasan yang sah
secara hukurh

Obyek penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukdawa

Tengah, yang berpusat di kota Semarang. Salah cgattoh kasus yang

" salim Bahreisy Dan Said Bahreisherjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsjedilid Il, Bina
IImu, Suarabaya 1984, him. 392



penulis temukan di LBH Jateng yaitu mengenai kasusbatalan nikah yang
disebabkan karena salah satu mempelai memalsu&atitasnya. Hasil akhir
dari kasus ini antara lain (1) Pertimbangan hakatamh memutuskan perkara
putusan telah sesuai karena berdasarkan penjaketerangan para saksi dan
alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangauaridig serta
memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 fah874 dan
Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakimakim. Selain itu
pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya p&atam perkawinan
dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinaelerdidak memenuhi
syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan iderdaa calon mempelai,
kurang telitinya administrasi calon suami istri diamrangnya pemahaman
masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkaviiomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Akibat hukunmhiedap pembatalan
perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah @amatlap suami istri
diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadkgpénan. Jadi putusan
pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yafah tdibatalkan, sesuai
dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan NomorhinTa974 bahwa
batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputpssagadilan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak bestargmya perkawinan.
Berdasarkan contoh kasus diatas jika dikaitkan alempgnerapan UU
N0.16/2011 dalam Pasal 10 huruf D dan E tentangudanHukum, maka
peneliti terdorong untuk mengadakan pengkajianhlabiendalam dengan

bentuk skripsi dengan juddNALISIS PASAL 10 HURUF D DAN E UU



NO.16 TAHUN 2011 TENTANG KEWAJIBAN BANTUAN HUKUM
DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA KLIEN (Studi Kasus

Pembatalan Perkawinan di LBH Jateng)

. Rumusan M asalah

Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, maka palahas yang
peneliti jadikan kajian dalam penelitian ini adataibagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan tentang Kewajiban Pemberi &ahtukum dalam
Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga BantuakuriiuJawa
Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nod®rTahun 2011
tentang Kewajiban Bantuan Hukum)?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peneragdartg Kewajiban
Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Pembatalana®erdkn di
Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analas&alP10 Huruf E

dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Banitiidum)?

. Tujuan Pen€litian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penedikiripsi ini
mempunyai tujuan untuk:
1. Menganalisis Penerapan tentang Kewajiban PembentuBa Hukum
dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Lembaga&amtukum Jawa
Tengah (Studi Analisis Pasal 10 Huruf E dan E Nod®rTahun 2011

tentang Kewajiban Bantuan Hukum).
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2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapantang
Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara Peitaloa
Perkawinan di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengaldi($tnalisis
Pasal 10 Huruf E dan E Nomor 16 Tahun 2011 tentdegajiban

Bantuan Hukum).

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustakaatdahgpenting
sebelum peneliti melakukan langkah yang lebih jaiam berguna untuk
memastikan orisinalitas penelitian tentang Penerafentang Kewajiban
Pemberi Bantuan Hukum dalam Perkara PembatalamWiekn di Lembaga
Bantuan Hukum Jawa Tengah (Studi Analisis Pasa#@f E dan E Nomor
16 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bantuan Hukum)urbepernah diteliti
atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberiktesdra dan kejelasan
pemahaman yang telah didapat.

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadapekagpa literatur,
baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang geerkripsi, ditemukan
beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai koredaga dengan judul
skripsi ini. Akan tetapi, dari beberapa literatersebut penyusun menemukan
perbedaan makna pembahasan antara yang dibahaditetakur-literatur
tersebut dengan skripsi ini.

Buku yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukuim faku
yang dipublikasikan oleh YLBHI dan YOI berjudghnduan Bantuan Hukum

Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelaraiklasalah
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Hukum® Membahas tentang bantuan hukum secara umum dgkalerbaik
bantuan hukum dengan Advokat atau LBH/YLBHI di Indsia.

Buku lain yang membahas tentang proses peradilaedpadilan
Agama secara umum baik dalam teori dan praktek yaiku dari Roihan A.
Rasyid yang berjuduHukum Acara Peradilan Agamdalam buku ini di
mencakup tiga kelompok materi penting yaitu PeaadiAgama, Hukum
Acara Peradilan Agama dan Praktek Peradilan Agama.

Karya ilmiah yang berupa skripsi di antaranya adakripsi yang
berjudul ‘Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses PeradilariPehgadilan
Agama Yogyakarta Tahun 1997-19%&rya ilmiah Ulfatus Sa’adah. Dalam
skripsi ini dipaparkan efektifitas penyelesaiankpea yang menggunakan
bantuan hukum dan yang tidak menggunakan bantukarmhikemudian di
bandingkan mana yang lebih efektif. Jika dibandamgklengan berperkara
tanpa kuasa hukum maka berperkara dengan kuasanhidak mewujudkan
asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaganrbmgi para pihak yang
berperkara. Disebabkan karena berperkara dengasa kuzgkum menambah
formalitas-formalitas beracara di Pengadilan dagajmengeluarkan biaya
lebih besar dari pada berperkara tanpa kuasa hufum.

Selanjutnya karya ilmiah yang berupa skripsi yartulid Siti

Maryam ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan LBH dalam usas

8 Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. ZéPanduan Bantuan Hukum di Indonesia:
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan MasalahiluR008.

® Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agama, cet.ke 6, 1998.

10 Ulfatus Sa’'adah;Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses PeradilanPe&ngadilan
Agama Yogyakarta Tahun 1997-199%kfipsi tidak diterbitkan Fakultas syariah IAIN Wéaingo
Semarang, 2001
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Kekerasan dalam Rumah Tangga (Study kasus LBH Xaggal ahun 2006-
2010y.** Skripsi ini menekankan bantuan hukum pada pengdLibé
terhadap korban yaitu istri dalam kasus kekerasdéamdrumah tangga sesuai
dengan pandangan hukum Islam. Perlindungan terhkdeman kekerasan
dalam rumah tangga adalah upaya yang ditujukankumemberikan rasa
aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak kghjaadvokat, lembaga
sosial, lembaga bantuan hukum, kepolisian, kejaksdangadilan atau pihak
lainnya baik sementara maupun berdasarkan penefaagadilan.

Beberapa literatur di atas belum ada yang membahaksis Pasal
10 Huruf D Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kelbaji Bantuan
Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studswé Pembatalan
Perkawinan di LBH Jateng). Hal ini membuktikan bahevisinalitas skripsi

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

E. Metode Pendlitian
Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakaridagai metode
untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suwatu gendekatan ilmiah
sebagai jaminan dalam penelitian guna pembahasigsisk
1. Jenis dan Objek Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitaténBekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatamdigunormatif dan

sosiologis yaitu cara pendekatan masalah dengaadsrkan pada aturan

1 sj Maryam,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perah®H dalam Kasus Kekerasan
dalam Rumah Tangga (Study kasus LBH Yogyakarta T&006-2010),” skripsi tidak diterbitkan
Fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.
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Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki k&taristik natural dan
merupakan kerja lapangan yang bersifat deskfiptibalam hal ini
memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umuamg ymendasari
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalardggm manusia, atau
pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial gaddengan menggunakan
kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untaknperoleh
gambaran mengenai pola-pola yang berfaku.

Dengan mengambil objek penelitian di LBH Jatengnetig
menggunakan jenis peneliti@ocio-Legal researchyang bertujuan untuk
memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara tepprektek yang terjadi
di lapangan mengenai Analisis Pasal 10 Huruf D BdasnU No.16 Tahun
2011 Tentang Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjdgeahasiaan
Data Klien.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dipatoleh.
Dalam hal ini peneliti akan mengambil data dariblagai sumber, seperti
buku-buku, majalah artikel, surat kabar, esai, raikeakalah, maupun
karya tulis lainnya yang mendukung dan sangat aslesdengan pokok
permasalahan yang peneliti kaji.

Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu pripekok)

dan sekunder (tambahan).

12 julia Brannyn,Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatfff ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2002), him. 69.
13 Burhan AshsofaMletode Penelitian Hukundakarta: Rineka Cipta, 1996, him. 20-21.
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a. Data Primer
Data primer merupakan jenis data yang diperolelgsiang
dari obyek penelitian sebagai informasi yang ditamata primer
dalam penelitian ini adalah hasil wawancara sertarinasi secara
langsung dari Direktur LBH Jateng, advokat LBH dgtelan pihak
yang bersangkutan dengan permasalahan yang péwaglityaitu para
advokat dan pengurus LBH Jawa Tengah.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang mendukung dataaut
atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukumerrData
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari undandang advokat,
serta diperoleh melalui studi kepustakaan atau mekudokumen
yang ada di LBH Jateng yang berisikan tentang pataer, terutama
bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan iksnga dan
meliputi literatur lainnya yang relevan dengan jutiLatas.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data digunakan untuk memperd&h
yang diperlukan, baik yang berhubungan dengan diiedatur maupun
data yang dihasilkan dari data empifidalam penelitian ini peneliti

menelaah karya tulis, buku-buku, majalah, maupukuai@n-dokumen

% |bid, him. 91.

5 Bambang SunggondJletodologi Penelitian Hukum(Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1998), him. 195.

18 Khoirul Wahadin dan Taqiudin Mashu/etode Penelitian(Cirebon: Stain Press,
2003), him. 146.
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yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjuthjadikan sebagai
acuan dan alat utama bagi praktek penelitian laggang
Di sini data dalam skripsi ini diperoleh dengan ggemakan alat
pengumpulan data di antaranya sebagai berikut:
a. Wawancara/Interview
Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara duagcadeu
lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diaralpada suatu
masalah tertentt/Metode ini dilakukan secara langsung kepada
responden, yaitu Direktur LBH Jateng (Drs. H. MisRal, SH. MH).
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah
berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaayu &arya-karya
monumental dari seseoraty.
4. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data penulis menggunakan mekeslgiptif
analisis, yaitu: metode penelitian yang mengganararkecara obyektif
dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tapgg, dan tawaran
serta solusi terhadap permasalahan yang dihadeaiosey™®
Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan
menganalisis secara sistematis terhadap beberkigatémtang penerapan

Pasal 10huruf “d” dan “e” UU No. 16 Tahun 2011 terg bantuan hukum

17 Kartini Kartono,Pengantar Metodologi Rises SogiéBandung: Mandar Maju, 1990),
him. 187.

18 bid, him. 329.
19 Muh Nadzir,Metode Penelitian(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Cet ke V, hif5.
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mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum pada Eegg@mbatalan
nikah oleh Advokat di LBH Jateng, baik berupa datgupun hasil
wawancara, yang telah penulis lakukan, kemudiam akanalisis apakah

sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti bagi menjkdia bab yang akan
peneliti uraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistématenulisan skripsi ini
adalah:

Bab | Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan memg&atar
belakang dari permasalahan yang peneliti kaji, sanupermasalahan yang
coba peneliti cari jawabannya, tujuan dari persglitipenelaahan pustaka,
metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Il Tinjauan umum tentang Pembatalan PerkawitzanBantuan
Hukum. Dalam bab ini akan dipaparkan tinjauan unmemgenai pengertian
pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan wieika, alasan-alasan
pembatalan perkawinan, problematika hukum dalambpéaan perkawinan,
pengertian bantuan, tujuan dari bantuan hukum, é@nsantuan hukum,
Bantuan Hukum dalam Islam hukum, pengertian adyokagas, dan
kewajiban advokat, hubungan advokat dengan klien.

Bab Il Pelaksanaan Bantuan Hukum di LBH Jawa Thng@alam
bab ini berisi tentang profil LBH Jateng yang metisejarah berdirinya LBH
Jateng dan perangkat organisasi LBH Jateng dansim&asal 10 Huruf D

Dan E UU No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantdakum Dalam
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Menjaga Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Perf@gmatBerkawinan di
LBH Jateng).

Bab IV Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum No. 18ufa2011 di
LBH Jateng. Bab ini berisi tentang Analisis PasalHuruf D Dan E UU
No.16 Tahun 2011 Tentang Kewajiban Bantuan HukuntarDaMenjaga
Kerahasiaan Data Klien (Studi Kasus Pembatalanaienlan di LBH Jateng)
dan Analisis Pasal 10 Huruf D Dan E UU No.16 Talf011l Tentang
Kewajiban Bantuan Hukum Dalam Menjaga Kerahasiaata Blien Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus Pembatalan PerkawinarBei lateng).

Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulangymerupakan
jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini,arsaaran atas

permasalahan yang ada serta penutup.



